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ABSTRAK :

CATATAN :

Bahwa untuk menjamin akurasi data tagihan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha
Rakyat, diperlukan verifikasi atas tagihan yang disampaikan oleh Perusahaan
Penjaminan serta mengingat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 189/PMK.05/2010 belum memuat ketentuan mengenai mekanisme verifikasi,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan
Kredit Usaha Rakyat.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu Rl 135/PMK.05/2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Permenkeu RI 189/PMK.05/2010.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Untuk memberikan keyakinan atas pembayaran Imbal Jasa Penjaminan, Kuasa
Pengguna Anggaran dapat meminta bantuan aparat pengawas internal pemerintah
untuk melakukan verifikasi atas permintaan pembayaran dengan nilai di atas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Hasil verifikasi atas permintaan
pembayaran Imbal Jasa Penjaminan KUR selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara
Verifikasi. Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7),
diatur dalam Standard Operating Procedure yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan. Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan dapat meminta bantuan
aparat fungsional pemeriksa internal dan/atau eksternal untuk melaksanakan audit.
Dalam rangka menilai kepatuhan terhadap ketentuan penjaminan KUR, dilakukan
verifikasi secara periodik atau sewaktu-waktu oleh Menteri Keuangan c.q. Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Rapat Evaluasi Penyelenggaraan
Penjaminan KUR dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu atas prakarsa
Komite Kebijakan dengan mengikutsertakan Perusahaan Penjaminan dan Bank
Pelaksana.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2011.



